
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NoMo rnHurv

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

c.

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan
korupsi, perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua
sektor kehidupan masyarakat melalui jalur pe:ndidikan formal
dan pendidikan non formal;
bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun rggg tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, perh.r dipahami dai
dimengerti setiap peserta didik dan tenag" k.p.ndidikan serta
Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintair provinsi Riau;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menltapkan peraturan
Gubernur tentang Pendidikan Anti Korupsi di p:rovinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun I94S; "' 6- ',

Undang-Undang Nomor 6l rahun 1959 tenr[ang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun tgsz tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra TingJ<at I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran l.legara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-Und.rrrg (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, 12, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a95);
undang-Undang Nomor 31 Tahun ],999 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lernbaran wegarf
Republik Indonesia Tahun r99g Nomor' r4o, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s74)
sebagairnana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2d
Tahun 2oor tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi
(Lembaran Negara Reprrbiik Indonesia Tahun 2(ror Nomor 1i4"
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesier Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2oo2 t,:ntang Komisi
Pemberantasan Tindak pidana- Korupsi (Lembarai NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor' r:jr, Tarnbalan

Nomor 4250)
terakhir dengan

entang peubahan
mor 30 Tahun 2OO2 tentans
Pidana Korupsi (Lembaranl

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor I97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO!;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

Undang-undang Nornor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9!;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2or4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2oro tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lernbaran
I\egara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S10S)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2oro tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2oro tentang pengelolaan clan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor lI2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Femerintah Nomor 11 Tahun 2OlT tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negarer
Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2or7 tentang penguatan
Fendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahrun 2OI7 Nomor 198);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan N{elayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1S13);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 23
'lahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara
iRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor IOT2);

10.

12.

13.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 rahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2ors tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor
757:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2or9 tentang Penguatan pendidikan Karakter pada
satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI8 Nomor 782);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2olg tentang
Fembangunan Budaya Integritas (Lembaran Daerah provinsi
Riau Tahun 2or9 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Riau Nomor 8);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDII{AI{
KORUPSI DI PROVINSI ITIAU.

ANTI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Eagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah O tonom.

3. Gubenur adalah Gubernur Riau.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

5. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik
untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebikr
kritis dalam berpikir.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non
formal, meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan.

7. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
rnenengah dan pendidikan khusus.

8. Tenaga Pendidik acialah tenaga yang berkualifikasi sebagar
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor.
instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan
xekhususannya serta berpartisipasi dalam menyolenggarakan
pendidikan.

15.

Menetapkan :
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9. Jenjang Pendidikan Menengah adalah jenjan peFdidikan padajalur pendidikan formal yan
 dasar, berbentuk Sekolah

Aliyah (MA), Sekolah Me
Madrasah Aliyah Kejuruan
sederajat.

10. sekolah Menengah Atas yang selanjutnya d[singkat sMA
acalah jenjang pendidikan renengah pada pendlaitan formal
di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah pertama (ar.au
sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dAlam waktr-l 3
tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat sMK
a.da.iah salah satu bentuk satuan pendidikan formal )ri::ngir:enyelenggarakan pendidikan kejuruan gada jenjeLng
pendidikan menengah sebagai lanjutan hari Settiar,
Menengah Pertama atau bentuk lain yang spderajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/sptara Sekolah
Menengah Pertama.

12. Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingt<{t nsN ada'ah
,qSN di Lingkungan Pemerint Lh provinsi Riau.

13. Pernbeiajaran adalah proses Interaksi peserta Didik dengan
Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung4n belajar,

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana
n.engenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, se
digunakan sebagai
penrbelaj ar an untuk mencapai tuj uan pendidika

15. lrenyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksarraan
komponen sistem pendidikan pada satuan Qtau program
pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pe4didikan p.Jar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dpngan tu,jl ar,:
^^.^1:l:l-^.^ .^ ^ ^: ^-^ ^1

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dpngan tu;'r ar
pendidikan nasional.

t6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaa capan Can
tindakan dengan nilai-nilai universal.
Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilEipnilai dalinr
ili:o se s pembela.j aran.

i8. Pembelajaran adaiah segala sesuatu yang d membawa
intbrmasi dan pengetahuan dalam inreraksi yang berlangsung
antara pendidik dengan peserta didik.

19. Pendidikan Anti Korupsi adalah sat
karakter yang merupakan proses
anti korupsi dalam diri Peserta Di
Fegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyaralgt.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menlhelenggarakan
Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan d4lam rangk:r
membentuk peserta did-ik :{arlg
disiplin, kerja keras, berani, tang
beradaptasi dengan iingkungann
pekerti luhur.

T7,
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Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam rangka
penerapan Pendidikan Anti Korupsi di provinsi Riau.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Pendidikan Anti Korupsi;
b. Kerjasama;

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

d. Penghargaan; dan

e. Pembiavaan.

(1) Pendidikan

a. Peserta

b. Tenaga

c. ASN.

(2) Pendidikan
huruf a dan

BAB II
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal S

Anti Korupsi diberikan kepada:

didik;

Kependidikan; dan

Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan pada:

a. Satuan Pendidikan;

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Insansi lain.

(3) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan licegiatan pada
jenjang pendidikan menengah untuk memberikan penegasan
mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

(41 Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diintegrasikan ke dalam kurikulum diklat atau materi
tambahan diklat.

Pasal 6

Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada semua rnata pelajaran
dan kegiatan pada jenjang pendidikan menengah tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Integrasi pendidikan Anti Korupsi pada semua rnata pelajaran
dan kegiatan pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Ke[ompok Keda
Guru (KKc)/Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) dan
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Integrasi pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)



6

Pasal 7

Pendidikan Anti Korupsi pada Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (r) huruf u aitat<ut<an dalam bentuk:
a. pembuatan modul kegiatan pembelajaran Anti Korupsi sebagaibahan ajar ataupun perengkap Rencana peraksanaan

Pembelajaran (Rpp);

b. pembinaan dan pengasuhan peserta didik agar berkarakter
berdasarkan Nilai dan perilaku Anti Korupsi;

c. pemberian fasilitasi peserta Didik mengena  Nilai danperilaku Anti Korupsi pada awal kegiata; pembelajaran dankemudian mengingatkan/memotivasi peserta Didlk untukbertindak sesuai dengan salah satu atau seiuruh Nilai danperilaku Anti Korupsi serama kegiatan pembelajaran
berlangsung; dan

d' pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga pendidik:

1. merefleksikan nilai dan prilaku
tidak terlihat selama
berlangsung; dan

anti korupsi yang telah atau
kegiatan pembelajaran

2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan
pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/kaiakter
baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta Didik
selama kegiatan pembelaj aran berlangsung.

Pasal 8

Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan pendidika gaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meiiputi:
a. manajemen sekolah yang transparan dan akuntq.bel, terdapatpartisipasi semua pihak terkait dalam pen]rusunan,

pelaksanaan, dan pengawasan program;
b. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam upacara

dilaksanakan dengan cara membacakan naskah ,,Koriritmen
Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap
hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun Lrpacara pada
hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu sliswa
untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;

c. pengadaan Kas sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan
dana secara sukarela untuk Kas sosial Kelas dengan tujuar:l
peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas
secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;

d. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai
tempat penampungan benda-benda yang ditemuk4n oleh setlap-warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur
terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya;

e. warga satuan pendidikan yang merasa kehilarlgan sesuatu
setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang
miliknya yang hilang;

f. pengambilan barang yang hilang disertai dengan nrenyebutkan
identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk
barang;
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g. sekolah menyampaikan dan melaksanakan budaya antimencontek ketika ujian, urangan dan tugas dilingkungan
sekolah:

h.

J

sekolah mendirikan kantin kejujuran sebagai,,laboratorium
kejujuran" siswa, dimana siswa membeli barang tertentu dikantin yang tidak dijaga dan membayar sendiri lempat yang
telah disediakan;

melibatkan pihak lain daram pelaksanaan pendidikan Anti
Korupsi, antara lain dunia usahi, o..ganisasi Masyarakat, cran
instansi terkait; dan

kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam
rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

(1) Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilaksanakan pada program
pendidikan dan pelatihan.

Penerapan Pendidikan
mempedomani ketentuan
dan Pasal 8.

Pasal 9

Anti Korupsi pada
sebagaimana dimaksud

Pasal 10

Peserta Didik
dalam Pasal '/

sebagaimana dimaksud
jenis pendidikan dan

daerah; dan

peraturan perundang-

(2) Program pendidikan dan pelatihan
pada ayat (1) dilaksanakan pada
pelatihan:

a. pelatihan teknis;

b. pelatihan fungsional;

c. pelatihan manajerial;

d. pelatihan dasar;

e. pelatihan kepemimpinan pemerintah
f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan

undangan.

Pasal 11

Pendidikan Anti Korupsi pada 'ASN dilakukan oreh
widyaisrvara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses
pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat
dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
serta pihak ketiga.

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diantaranya Komisi pemberantasan Korupsi,
KementerianlLembaga dan instansi vertikal di Daerah.

(1)

(2)
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(s)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
ayat (1) yakni Pemerintah provinsi Lain
KabupatenlKota.

1) meliputi
organisasi
yang tidak

undangan. 
ntuan peraturan perundang-

Peiaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi
Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1idilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda'g-
undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PETAPORAN

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi peraksanaan Imprementasi
Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubernur.
Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaruasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan
Inspektorat Provinsi Riau bersama instansi terkait lesuai
kebutuhan.

dimaksud pada
dan Pemerintah

korupsi disampaikan
tahun sekali atau

Pasal t4
Pelaporan atas Implementasi pendidikan Anti
kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu)
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan
Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang pendidikan menengah,
Dinas dapat memberikan penghargaan.

(2) Pedoman tata cara pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih ranjut oleh Kepalabinas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau dan sumbei.pembiayaan lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perunaang-unaangan.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 17

Integrasi Penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi pada semua
mata pelajaran dan kegiatan pada jenjang pendidik"n -.rr.ngahsebagaimana dimaksud dalam pasal o -oitat<sanakan 

""J"r.bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Gubernur ini
diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah provinsl Riau.

Ditetapkan di
pada tanggat

GUBERNUR RIAU, 

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 

RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NONNON 
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NoMo  reHu
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI RIAU

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDI KAN ANTI KO RUPSI

NO Nilai dan Perilaku Anti Korupsi Ciri-ciri
1 2 3
1. Mengenal perilaku korupsi yang

harus dihindari.
a. mengenal ciri-ciri perilaku

korupsi yang perlu dihindari;
b. terbiasa melakukan tugas secara

tepat waktu;

c. menunjukkan contoh kasus
perilaku korupsi yang diketahui
di rumah, di satuan pendidikan,
dan di masyarakat;

d. menunjukkan contoh kasus
perilaku yang tidak mengandung
unsur korupsi yang pernah
dilakukan siswa.

2. Berlaku jujur, disiplin,
bertanggung jawab, dan adil
dalam kehidupan sehari- hari.

a. berani mengemukakan sesuatu
sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;

b. terbiasa melakukan sesuatu
secara tepat waktu;

c. terbiasa melaksanakan tugas
secara tepat waktu;

d. terbiasa berlaku tidak memihak
kepada siapa pun dalam
melakukan suatu tindakan.

3. Hanya menerima sesuatu
pemberian sesuai dengan yang
menjadi haknya.

a. menolak sesuatu pemberian yang
tidak sesuai dengan haknya;

b. tidak mau mengambil sesuatu
yang bukan haknya.

4. Menghormati dan memenuhi hak
orang lain

memberikan sesuatu kepada
orang lain sesuai dengan haknya;
tidak pernah memberikan kepada
orang lain sesuatu yang bukai'l
menjadi haknya.

b.

5. Mampu menganalisis sebab dan
akibat dari perilaku korupsi
dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.

a. mampu mengidentifikasi sebab-
sebab yang mendorong timbulnya
perilaku korupsi dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

b. mampu mengidentifikasi akit_rat
yang ditimbulkan dari perilaku
korupsi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;

I
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c. mampu mengemukakan alasan
perlunya menghindari perilaku-
korupsi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bern epara.

5.

7.

Memiliki kebanggaan berperilaku
anti korupsi.

a. bangga terhadap perilaku Anti
korupsi;

b. anti terhadap perilaku korupsi.
Membu-dayakan prilaku anti
korupsi dilingkungan keluarga
dan masyarakat.

a. menyebarluaskan gagasan dan
keinginan untuk menghindari
perilaku korupsi;

b. menunjukkan komitmen untuk
menolak perilaku korupsi;

c. menjadi teiadan perilaku anti
korupsi.
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